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Prakata

B uku ini bertujuan untuk menguraikan konsep tata hukum, sejarah, dan
sistem hukum yang membentuk dasar bagi berbagai aspek kehidupan di
Indonesia. Fokus utama buku ini adalah memberikan pemahaman menda-
lam mengenai fondasi hukum yang mengatur beragam aspek masyarakat
di negara ini.

Pembahasan diawali dengan merinci definisi tata hukum, menyajikan
sejarah tata hukum di Indonesia, dan menjelaskan tujuan mempelajari tata
hukum Indonesia. Selanjutnya, akan dipaparkan sejarah tata hukum dan
politik hukum di Indonesia yang mencakup periode dari pra-kemerdekaan
hingga pasca-kemerdekaan.

Fokus utama pembahasan kemudian beralih ke berbagai sistem hukum
yang berlaku, termasuk Eropa Kontinental, Anglo-Saxon, sosialis, kano-
nik, adat, Islam, dan sistem hukum Indonesia. Buku ini juga memberikan
analisis mendalam tentang cabang-cabang hukum seperti hukum tata
negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum
dagang, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum pajak, hukum inter-
nasional, dan hukum lingkungan.

Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi
pembaca dalam menjelajahi kompleksitas tata hukum Indonesia. Semoga
pemahaman yang diberikan melalui buku ini dapat memperkaya wawasan
mengenai sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.
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BAB |

Konsep Tata Hukum Indonesia

Definisi Tata Hukum

Setiap negara memiliki tata hukumnya sendiri, dan tidak ada suatu negara
di dunia ini yang tidak memiliki hukumnya sendiri. Demikian juga di
Indonesia, bangsa ini memiliki tata hukumnya sendiri yang disebut sebagai
“tata hukum Indonesia”. Dalam mempelajari tata hukum Indonesia, para
mahasiswa akan mengikuti mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI).

Tata hukum Indonesia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan
hukum yang sejajar dengan pengantar ilmu hukum. Kedua mata kuliah
tersebut memiliki objek penyelidikan yang berbeda. Tata hukum Indonesia
memfokuskan diri pada kajian hukum yang sedang berlaku dalam suatu
negara pada saat ini. Objek dari tata hukum adalah hukum yang berlaku
pada periode sekarang di suatu negara tertentu (ius constitutum,).

Di sisi lain, pengantar ilmu hukum tidak hanya menyelidiki hukum
yang sedang berlaku dalam suatu negara tertentu pada saat ini. Pengantar
ilmu hukum juga mempelajari yang berlaku di negara lain pada berbagai
waktu. Lingkup kajiannya mencakup hukum secara menyeluruh, termasuk
yang sedang berlaku saat ini, yang akan datang, atau yang diinginkan (ius
constituendum). Area penyelidikan pengantar ilmu hukum lebih luas diban-
dingkan dengan tata hukum karena tidak terbatas pada ius constituendum.



Dapat dikatakan bahwa tata hukum Indonesia meru-
juk pada kajian atau pemahaman terhadap hukum yang
sedang berlaku di Indonesia pada masa ini. Konteks hukum
Indonesia saat ini mencakup hukum adat maupun hukum
positif. Pendalaman terhadap tata hukum Indonesia bertujuan
untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia
pada periode tertentu.

Dengan demikian, tata hukum Indonesia merujuk pada
susunan peraturan yang berlaku di Indonesia pada masa kini.
Tata hukum ini berfungsi untuk mengatur, menyusun, dan
menata kehidupan masyarakat. Keberlakuan tata hukum terse-
but diakui secara sah dalam suatu masyarakat tertentu, dan
pembuatannya serta penetapannya bergantung pada otoritas
yang berlaku di dalam masyarakat tersebut (Hartono, 1998: 2).

Tata hukum Indonesia diakui dan ditetapkan oleh masya-
rakat dan negara itu sendiri. Oleh karena itu, tata hukum
Indonesia telah eksis sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17
Agustus 1945. Bangsa Indonesia pada saat itu telah menetap-
kan dan melaksanakan hukumnya sendiri yang dikenal sebagai
hukum nasional Indonesia dengan struktur tata hukum baru,
yaitu tata hukum Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada
17 Agustus 1945 merupakan momen penting yang menan-
dai pengakhiran tatanan hukum kolonial, sekaligus menjadi
langkah awal dalam pembentukan tatanan hukum nasional
Indonesia. Proklamasi tersebut memiliki dua makna utama.
Pertama, mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai suatu

negara yang merdeka. Kedua, pada saat yang bersamaan
juga menetapkan dasar tata hukum Indonesia yang baru.
Dengan demikian, peristiwa ini menjadi tonggak penting
dalam pembangunan tatanan hukum nasional serta membawa
konsekuensi langsung dalam penetapan norma-norma hukum
yang berlaku di Indonesia hingga sekarang.

Indonesia memang telah merdeka dan berdaulat, serta
berhasil mengubah sistem dan dasar susunan ketatanegaraan.

2 Pengantar Hukum Indonesia

_



BAB II

Sejarah Tata Hukum Indonesia

ndonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan tata hukumnya.

Seiring dengan perjalanan sejarah negara, sistem hukumnya telah meng-
alami perkembangan yang signifikan. Rentang waktu tersebut mencakup
masa penjajahan Belanda yang meliputi era Vereenigde Oost Indische
Compagnie (1602—1799), pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (1800—
1811)—termasuk masa pemerintahan Raffles (1811—1814), hingga periode
Besluiten Regerings (1814—1855), Regerings Reglement (1855—1926), dan
Indische Staatsregeling (1926—1942).

Semua itu merupakan bagian dari sejarah awal sistem hukum Indonesia
(1926—1942). Selain itu, masa penjajah Jepang (1942—1945) juga mema-
inkan peran penting dalam perkembangan hukum Indonesia. Pada masa
itu, Osamu Seirei dan Gun Seirei digunakan untuk mengatur administrasi
Hindia Belanda. Dengan dibentuknya undang-undang baru pada tahun-
tahun setelah kemerdekaan, sejarah sistem hukum Indonesia membuka
babak baru yang menarik dan menjanjikan.

Dengan memahami sejarah sistem hukum Indonesia maka akan dapat
melihat peran politik hukum dalam menetukan jenis, bentuk, materi,
dan sumber hukum yang diterapkan di negara ini—baik pada masa seka-
rang maupun di masa depan. Berbagai periode dalam sejarah hukum
Indonesia, seperti masa Hindia Belanda dengan kebijakan mulai dari



Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB),
Regering Reglement (RR), hingga Indische Staatsregeling (IS)
memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan
politik hukum.

Setelah merdeka, politik hukum Indonesia juga menga-
lami transformasi yang penting. Oleh karena itu, memahami
sejarah tata hukum Indonesia memungkinkan untuk melihat
evolusi politik hukum melalui berbagai fase yang telah dilewati.

Zaman Penjajahan Belanda

Politik hukum Belanda dimulai pada 1848, ditandai dengan
dimulainya upaya kodifikasi. Pada periode tersebut, Belanda
mulai mengadakan kodifikasi terhadap Burgerlijk Wetboek
dan Wetboek van Koophandel. Kodifikasi ini bertujuan untuk
mempermudah perdagangan dengan komunitas Tionghoa
sehingga pemerintah memilih untuk menerapkan dan menye-
suaikan hukum Eropa. Sementara itu, masyarakat pribumi
Indonesia dibiarkan hidup berdasarkan hukum adat mereka
sendiri (Kansil, 2001: 125).

Sistem hukum selama VOC berkuasa memiliki tiga
tujuan. Petama, eksploitasi komersial untuk mengatasi krisis
ekonomi Belanda. Kedua, otoritas disiplin terhadap penduduk
asli. Ketiga, perlindungan terhadap karyawan VOC, keluarga
mereka, dan pendatang Eropa. Warga Belanda atau Eropa
tunduk pada hukum Belanda, sedangkan penduduk asli diatur
oleh aturan komunitas masing-masing. Hak dasar penduduk
asli diabaikan sehingga menyebabkan kesulitan besar bagi
mereka.

Ada juga Regeringsreglement—juga dikenal sebagai RR
1854—yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Hindia
Belanda dengan tujuan utama melindungi kepentingan bisnis
swasta di koloni tersebut. Ini merupakan langkah pertama
dalam memberikan perlindungan hukum kepada pendu-
duk asli dari tindakan sewenang-wenang. RR 1854 mengatur
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BAB Il

Sistem Hukum di Indonesia

Definisi Sistem Hukum

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, systema, yang mengacu pada
kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang berinteraksi. Secara
umum, sistem didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling terkait
dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan
yang kompleks. Menurut Syarifin (dalam Solikin, 2014: 89), berikut lima
unsur utama dalam sebuah sistem.

1. Elemen-elemen atau bagian-bagian.

2. Adanya interaksi atau relasi antara elemen-elemen.

3. Adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen tersebut menjadi suatu
kesatuan.

4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir.

5. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Ada beragam interpretasi tentang definisi sistem. Menurut Rasjidi &
Putra (dalam Syamsuddin, 2019: 33), setiap ahli memiliki pandangan yang
berbeda-beda. Adapun secara keseluruhan, sistem merupakan komplek-
sitas elemen yang terdiri dalam satu kesatuan interaksi (proses). Setiap
elemen terikat dalam hubungan yang saling tergantung satu sama lain.
Gabungan elemen-elemen kompleks membentuk sebuah kesatuan yang
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lebih besar, yang melampaui jumlah total dari bagian-bagi-
annya. Keseluruhan tersebut menentukan sifat dari setiap
elemen yang membentuknya. Bagian-bagian tersebut tidak
dapat dipahami secara terpisah atau diisolasi dari keseluruhan.
Bagian-bagian tersebut bergerak secara dinamis, baik secara
mandiri maupun sebagai bagian dari keseluruhan (sistem)
tersebut.

Menurut Mustofa (dalam Syamsuddin, 2019: 34), konsep
sistem dapat dipermudah pemahamannya sebagai suatu jenis
entitas yang terdiri dari komponen-komponen sistemnya.
Komponen-komponen ini berinteraksi secara mekanis dan
fungsional satu sama lain dengan tujuan mencapai target
sistem.

Hukum bukanlah sekadar kumpulan peraturan yang
berdiri sendiri, melainkan memiliki signifikansi karena
hubungannya yang teratur dengan peraturan hukum lainnya.
Hukum merupakan suatu sistem yang mencerminkan suatu
tatanan, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait
erat satu sama lain.

Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan
yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan
bekerja sama untuk mencapai tujuan keseluruhan. Kesatuan
ini diterapkan pada berbagai unsur yuridis seperti peraturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, dan konsep hukum.

Sistem hadir dalam berbagai tingkat, yang menghasilkan
variasi sistem yang berbeda. Secara menyeluruh, tata hukum
nasional dapat dianggap sebagai sistem hukum nasional. Selain
itu, masih ada sistem hukum perdata, pidana, administrasi, dan
lain-lain. Misalnya, di dalam sistem hukum perdata terdapat
hukum keluarga, hukum benda, dan hukum tata kekayaan.

Sistem hukum adalah sistem yang terbuka, berinteraksi
dengan lingkungan sekitarnya. Ini terdiri dari elemen-ele-
men seperti peraturan dan penetapan yang dipengaruhi oleh
faktor-faktor seperti budaya, sosial, ekonomi, dan sejarah.
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BAB IV

Hukum Tata Negara

Definisi Hukum Tata Negara

Di antara para ahli hukum, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi
hukum tata negara. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor,

termasuk perbedaan pandangan di antara mereka serta lingkungan dan

sistem hukum yang dianut. Berikut beberapa definisi hukum tata negara

menurut beberapa ahli.

1.

L. ]J. Van Apeldoorn

Apeldoorn (2004: 292) menggunakan istilah hukum negara sebagai
padanan untuk hukum tata negara. Konsep hukum negara memiliki
dua makna, yaitu makna yang luas dan makna yang sempit. Makna luas
dari hukum negara mencakup hukum administrasi, sedangkan makna
yang sempit mengacu pada pemerintah dan batas-batas kekuasaannya.
Untuk membedakannya dari hukum administratif, hukum negara
terkadang disebut hukum konstitusional karena mengatur konstitusi
atau struktur negara.

Cornelis van Vollenhoven

Cornelis van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum tata negara meru-
pakan serangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan
sebagai alat negara, memberikan kewenangan kepada badan-badan
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tersebut, serta mengatur pembagian tugas pemerintah
kepada berbagai alat negara; baik yang memiliki kedu-
dukan tinggi maupun rendah (Prodjodikoro, 1981: 2).

3. J.H.A.Logemann

J. H. A. Logemann mendefinisikan hukum tata negara
sebagai hukum yang mengatur struktur organisasi negara.
Menurutnya, negara terdiri dari jabatan-jabatan yang
merupakan inti dari hukum tata negara. Logemann meng-
artikan jabatan sebagai lingkungan kerja yang tetap dan
terdefinisi, yang disiapkan untuk diisi oleh pejabat yang
ditunjuk, dan diwakili oleh mereka secara pribadi dalam
tindakan-tindakan mereka. Oleh karena itu, penting
untuk menjelaskan secara jelas aspek-aspek tersebut.

4. Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim
Kusnardi & Ibrahim (1983: 29) menjelaskan bahwa hukum
tata negara merupakan himpunan peraturan hukum yang
mengatur struktur organisasi negara, hubungan antara
lembaga negara secara vertikal dan horizontal, serta kedu-
dukan warga negara dan hak asasi manusia.

5. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum tata negara adalah peraturan hukum yang menga-
tur struktur negara (baik dalam bentuk kesatuan maupun
federal) dan sistem pemerintahan (baik kerajaan maupun
republik), menetapkan hubungan antara lembaga-lem-
baga negara serta masyarakat hukumnya yang berada
di tingkat atas maupun bawah, dan menetapkan tingkat
hierarki di antara mereka. Selain itu, hukum tata negara
juga mengatur pembagian wilayah dan lingkungan rakyat
serta menggambarkan alat-alat perlengkapan dari masya-
rakat hukum tersebut; termasuk susunan, wewenang, serta
keseimbangan antara berbagai alat perlengkapan tersebut
(Kusumadi, 2004: 86).

6. Mohammad Mahfud MD
Mahfud MD (2001: 63—64) membagi hukum tata negara
menjadi dua konsep, yaitu hukum dan negara. Hukum
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BAB V

Hukum Administrasi Negara

Definisi Hukum Administrasi Negara

Menurut J. M. Baron de Gerando, hukum administrasi adalah peraturan
yang mengatur interaksi antara pemerintah dan warga negara. Adapun J.
H. A. Logemann menjelaskan hukum administrasi sebagai serangkaian
peraturan khusus yang mengatur partisipasi lembaga negara dalam kehi-
dupan masyarakat. Hukum administrasi mengatur pedoman bagi penguasa
untuk mengelola dan mengendalikan masyarakat serta menetapkan cara
partisipasi warga negara dalam proses tersebut, sekaligus menegaskan prin-
sip-prinsip dasar untuk tata pemerintahan yang baik (algemene beginselen
van behoorlijk bestuur).

Di Belanda, hukum administrasi negara disebut sebagai staat en admi-
nistratief recht. Ada dua istilah yang digunakan, yaitu administratief recht
(dari kata dasar administratie) dan bestuursrecht (dari kata dasar bestuur).
Administratie dapat diartikan sebagai tata usaha, tata pemerintahan, tata
usaha negara, dan administrasi. Sementara itu, kata bestuur diartikan
sebagai pemerintahan.

Sandjijono (2020) mengatakan bahwa jika dilihat dari sejarah perkem-
bangan hukum administrasi di Indonesia maka istilah hukum adminis-
trasi sering disamakan dengan beberapa istilah lainnya, seperti hukum
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tata pemerintahan dan hukum tata negara. Namun, terdapat
perbedaan mendasar dalam sifat istilah administrasi dalam
hukum administrasi dan istilah administrasi negara dalam
ilmu administrasi. Istilah hukum dalam hukum administrasi
mencakup makna negara atau pemerintahan. Adapun dalam
ilmu administrasi, administrasi dapat merujuk pada berbagai
hal seperti administrasi bisnis atau administrasi negara.

Hukum administrasi negara memegang peran krusial
dalam mengatur tata kelola suatu negara sehingga keberadaan-
nya menjadi sangat penting bagi semua negara di dunia. Istilah
yang digunakan untuk merujuk pada hukum administrasi
negara bervariasi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan
negara-negara di Eropa.

Prancis, yang dianggap sebagai pelopor dalam lahirnya
istilah dan pengetahuan hukum administrasi negara, menye-
butnya sebagai droit administratif. Di negara-negara seperti
Inggris, Amerika Serikat, dan Australia yang menganut sistem
Anglo-Saxon, hukum administrasi negara dikenal dengan
istilah administrative law.

Di Belanda, hukum administrasi negara memiliki beberapa
istilah yang berbeda. Sejumlah ahli seperti Van Vollenhoven,
Logemann, Oppenheim, Stroink, dan Belinfante mengguna-
kan istilah administratiefrecht. Selain itu, istilah bestuursrecht
juga dikenal di Belanda, merujuk pada fungsi pemerintahan
(Hadjon, 2005). Di Jerman, istilah yang digunakan untuk
hukum administrasi negara adalah verwaltungsrechts.

Dengan berbagai sudut pandang dan pengertian yang
beragam mengenai hukum administrasi negara, para sarjana
dan ahli hukum administrasi telah merumuskan konsep yang
kohesif untuk mencapai pemahaman umum yang dapat dite-
rima oleh berbagai kalangan. Beberapa rumusan yang diha-
silkan antara lain sebagai berikut.
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BAB VI

Hukum Pidana

Definisi Hukum Pidana

Pengembangan konsep hukum pidana melibatkan banyak tokoh dari berba-
gai latar belakang. Namun, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori
utama, yaitu tokoh-tokoh Indonesia dan tokoh-tokoh Barat. Perbedaan
karakteristik dalam penafsiran hukum pidana akan dibahas lebih lanjut.
Tokoh-tokoh hukum pidana Indonesia di antaranya sebagai berikut.

1. Moeljatno

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum suatu negara
yang mengandung aturan-aturan dasar untuk beberapa hal. Pertama,
menetapkan tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi atau
hukuman tertentu bagi pelanggarannya. Kedua, menentukan kondisi
dan situasi di mana seseorang dapat dikenai atau diputus bersalah
atas pelanggaran tersebut. Ketiga, menetapkan prosedur bagaimana
hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelanggar yang diduga
telah melakukan pelanggaran hukum.

2. Satochid Kartanegara
Hukum pidana dapat diartikan dengan dua dimensi yang berbeda.
Pertama, dari perspektif objektif; pidana dipahami sebagai kumpulan
aturan yang memuat larangan atau syarat bagi pelaku tindakan yang
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diancam dengan hukuman. Kedua, dari sudut pandang
subjektif; pidana dianggap sebagai serangkaian pera-
turan yang mengatur hak negara untuk memberlakukan
hukuman terhadap individu yang melanggar larangan
yang telah ditetapkan.

Sudarto

Hukum pidana dapat dianggap sebagai sebuah sistem
sanksi yang digunakan ketika upaya-upaya alterna-
tif (non-pidana) tidak mencukupi. Dalam pandangan
Sudarto, hukum pidana memiliki peran tambahan yang
bersifat subordinatif dalam situasi di mana solusi-solusi
lain tidak efektif.

Sudarto juga menyoroti bahwa kejahatan mencipta-
kan penderitaan, dan orang yang dihukum pidana akan
mengalami konsekuensi yang tidak menyenangkan.
Dengan demikian, sifat dan tujuan dari kejahatan serta
hukuman adalah untuk memberikan landasan rasional
bagi pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan.

Setelah mengetahui definisi hukum pidana dari tokoh-
tokoh Indonesia, berikut pendapat mengenai hukum pidana
dari tokoh-tokoh Barat.

1. Hazewinkel Suringa

Mengategorikan hukum pidana menjadi dua bagian
utama, yakni arti obektif (ius poenale) dan arti subjektif
(ius poenandie). Arti objektif mencakup peraturan-per-
aturan yang menetapkan larangan dan perintah serta
mengancam dengan hukuman bagi pelanggarannya, serta
mengatur langkah-langkah yang dapat diambil jika norma
tersebut dilanggar. Sementara itu, arti subjektif mengacu
pada kewenangan negara untuk menuntut dan menjatuh-
kan hukuman atas tindakan kriminal serta untuk melak-
sanakan sanksi terhadap pelanggarannya.
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BAB Vi

Hukum Perdata

Definisi Hukum Perdata

Hukum berasal dari bahasa Belanda (yaitu recht) dan bahasa Inggris (yaitu
law), yang merujuk pada aturan atau norma yang mengatur kehidupan
masyarakat dan memiliki sanksi jika dilanggar. Adapun perdata berasal dari
bahasa Belanda (yaitu civiel) dan bahasa Inggris (yaitu civil) yang mengacu
pada aturan atau norma yang mengatur hak, harta benda, serta hubungan
antar-orang berdasarkan kebendaan atau hubungan antar-orang dengan
orang lainnya sesuai dengan definisi dalam KBBL

Dalam konteks hukum perdata, fokusnya ada pada peraturan yang
mengatur hak dan kewajiban antar-individu atau perusahaan; yang berbeda
dengan hukum pidana yang menangani pelanggaran yang merugikan
masyarakat secara umum.

Menurut Subekti (2001: 9), hukum perdata secara luas mencakup segala
hukum privat materiel yang merupakan kumpulan peraturan hukum pokok
yang mengatur kepentingan individu. Adapun Mertokusumo (1986: 108)
menggambarkan hukum perdata sebagai sistem hukum yang mengatur
hubungan antar-individu, baik dalam konteks keluarga maupun dalam
interaksi sosial. Pelaksanaannya dibiarkan pada keputusan masing-masing
pihak.
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Dalam hal ini, Vollmar (1989: 6) menjelaskan bahwa
hukum perdata adalah kumpulan aturan atau norma yang
memberikan batasan dan perlindungan terhadap kepentingan
individu dalam konteks perbandingan yang sesuai antara
kepentingan individu satu dengan yang lainnya dalam suatu
masyarakat tertentu. Fokus hukum perdata terletak pada
hubungan keluarga dan hubungan dalam kegiatan lalu lintas.

Dari tiga definisi hukum perdata di atas, dapat disim-
pulkan bahwa hukum perdata adalah peraturan hukum yang
mengatur hubungan hukum antara individu atau badan
hukum satu dengan yang lain dalam masyarakat. Dilakukan
dengan penekanan pada kepentingan individu, baik pero-
rangan maupun badan hukum.

Salim (2008: 7) juga menjelaskan bahwa terdapat dua
jenis kaidah hukum perdata, yakni hukum perdata tertulis dan
hukum perdata tidak tertulis. Hukum perdata tertulis merujuk
pada norma-norma hukum perdata yang terdokumentasikan
dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisp-
rudensi. Sementara itu, hukum perdata tidak tertulis adalah
norma-norma hukum perdata yang telah berkembang dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari yang sering kali dalam
bentuk kebiasaan.

Dari definisi hukum perdata tersebut, dapat disimpul-
kan beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Pertama,
kehadiran prinsip-prinsip hukum. Kedua, regulasi hubungan
hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain-
nya. Ketiga, lingkungan hukum perdata mencakup hukum
individu, hukum keluarga, hukum properti, hukum warisan,
hukum kontrak, serta hukum bukti dan preskripsi (Salim,
2008: 7).

Menurut Mertokusumo, terdapat empat kriteria utama
dalam hukum perdata; khususnya untuk membedakannya
dari hukum publik. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai
berikut.
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BAB Vil

Hukum Dagang

Definisi Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibagi menjadi dua
bagian. Bagian pertama membahas perdagangan secara umum, sedangkan
bagian kedua membahas hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan pela-
yaran. Namun, jika diperhatikan secara saksama maka dalam KUHD tidak
ada definisi yang eksplisit mengenai hukum dagang. Mungkin para pembuat
undang-undang menganggap bahwa rumusan atau definisi hukum dagang
lebih baik diserahkan pada pandangan atau doktrin dari para ahli hukum.

Untuk menangkap substansi hukum dagang, berikut ini disampaikan
ringkasan definisi hukum dagang yang dirumuskan oleh para ahli.

1. Menurut Ichsan (1987: 17), hukum dagang adalah sistem hukum yang
mengelola masalah-masalah perdagangan; yakni segala permasalahan
yang muncul karena tindakan individu dalam konteks kegiatan perda-
gangan.

2. Menurut Soekardono (1983: 10), hukum dagang merupakan bagian
integral dari hukum perdata secara umum yang mengatur perjanjian
dan kewajiban yang diatur dalam KUHPerdata. Dengan kata lain,
hukum dagang terdiri dari serangkaian peraturan yang mengatur
interaksi antara individu dalam konteks kegiatan bisnis, terutama yang
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terdokumentasikan dalam kodifikasi hukum perdata.
Lebih lanjut, hukum dagang juga dapat diartikan sebagai
rangkaian prinsip yang mengatur kegiatan bisnis dan
transaksi perdagangan secara luas.

3. Menurut Andreae (1983: 10), hukum dagang—atau yang
dikenal dengan istilah handelsrecht—merujuk pada selu-
ruh kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegi-
atan perusahaan dalam konteks perdagangan. Regulasi
ini diatur dalam KUHD serta beberapa undang-undang
tambahan. Di Belanda, hukum dagang dan hukum
perdata disatukan dalam satu buku, yaitu Buku II dalam
hukum baru Belanda.

4.  Menurut Purwosutjipto (1987: 5), hukum dagang meru-
pakan aspek hukum perdata yang khusus berkaitan
dengan aktivitas bisnis.

Berdasarkan pemahaman tentang hukum dagang yang
diuraikan oleh para ahli, dapat disederhanakan bahwa rumusan
hukum dagang adalah seperangkat norma yang khusus muncul
dalam konteks dunia bisnis atau kegiatan perusahaan. Norma-
norma tersebut dapat berasal dari peraturan hukum yang telah
dikodifikasi, seperti KUHPerdata dan KUHD, atau pun dari
peraturan hukum di luar kodifikasi tersebut.

Sejarah Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang

Pada zaman kejayaan bangsa Romawi pada Abad Pertengahan,
hukum Romawi dianggap sebagai standar hukum yang sangat
sempurna dan banyak diterapkan di berbagai negara. Namun,
dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, mulai muncul
masalah-masalah yang tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh
hukum Romawi. Persoalan dagang dan konflik antara para
pedagang menjadi semakin kompleks sehingga para peda-
gang terpaksa mencari cara untuk menyelesaikan masalah

ini sendiri.
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BAB IX

Hukum Agraria

Definisi Hukum Agraria

Soedikno (1988) menjelaskan bahwa hukum agraria merupakan seperang-
kat aturan hukum, baik yang terdokumentasi maupun yang tidak, yang
mengatur ranah agraria. Mustofa (1988) menjelaskan bahwa kaidah hukum
yang terdokumentasi dalam hukum agraria terwujud dalam bentuk undang-
undang dan peraturan resmi yang dikeluarkan oleh negara. Sementara itu,
kaidah yang tidak terdokumentasi hadir dalam bentuk hukum adat agraria
yang digarap oleh masyarakat adat setempat.

Adapun Subekti & Tjitrosoebono (1986) menjelaskan bahwa hukum
agraria meliputi semua peraturan yang terkait dengan hukum perdata, tata
negara, serta tata usaha negara (administratief recht). Peraturan-peraturan
tersebut akan mengatur interaksi antara individu dengan tanah, air, dan
ruang angkasa di seluruh wilayah negara; serta mengatur kewenangan yang
timbul dari interaksi tersebut.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Utrecht (dalam Supriadi,
2007) yang menjelaskan bahwa hukum agraria menjadi bagian dari hukum
tata usaha negara karena menelaah hubungan hukum antara individu,
tanah, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertanggung
jawab atas urusan agraria.
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Harsono (2005) mengategorikan hukum agraria ke dalam

beberapa bidang hukum yang masing-masing mengatur
hak kepemilikan terhadap sumber daya alam tertentu yang
termasuk dalam lingkup agraria. Kategori bidang hukum yang
dimaksud terdiri dari sebagai berikut.

1.

Hukum tanah yang mengatur hak kepemilikan atas lahan
dalam konteks permukaan bumi.

Hukum air yang mengatur hak kepemilikan terhadap
sumber daya air.

Hukum pertambangan yang mengatur hak kepemilikan
atas bahan tambang sesuai dengan ketentuan undang-
undang pertambangan yang berlaku.

Hukum perikanan yang mengatur hak kepemilikan terha-
dap kekayaan alam yang terdapat di dalam perairan.
Hukum kehutanan yang mengatur hak kepemilikan
seperti “hak pengusahaan hutan” dan “hak memungut
hasil hutan”

Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam
ruang angkasa (bukan hukum antariksa) yang mengatur
hak kepemilikan atas tenaga dan unsur-unsur yang ada
di dalam ruang angkasa, sebagaimana diatur oleh Pasal
48 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan pengertian agraria yang telah dijelaskan

sebelumnya, UUPA bertujuan untuk mencapai beberapa hal
berikut.

1.

Menetapkan fondasi bagi pembentukan hukum agraria
nasional yang bertujuan membawa kemakmuran, keba-
hagiaan, dan keadilan bagi negara serta seluruh rakyat-
nya—terutama para petani—demi terciptanya masyarakat
yang adil dan sejahtera.

Menciptakan dasar untuk mencapai kesatuan dan kese-
derhanaan dalam hukum pertanahan.

Memberikan landasan yang jelas bagi kepastian hukum
terkait hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.
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BAB X

Hukum Perburuhan

Definisi Hukum Perburuhan

Sebelumnya, hukum ketenagakerjaan sering disebut sebagai hukum perbu-
ruhan; atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai arbeidsrecht. Namun,
pandangan ini dianggap tidak cukup memadai dari sudut pandang para
ahli hukum (Khakim, 2014: 15). Jika merujuk pada perbandingan pendapat
para ahli, beberapa definisi hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

1.

Molenaar menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah bagian dari
hukum yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha,
antara sesama tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan pengusaha.

M. G. Levenbach menjelaskan bahwa hukum perburuhan adalah
hukum yang terkait dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan dila-
kukan di bawah arahan dan dalam konteks kehidupan yang langsung
berkaitan dengan hubungan kerja tersebut.

N. E. H. van Esveld menyatakan bahwa hukum perburuhan mencakup
tidak hanya hubungan kerja di bawah pengawasan, tetapi juga peker-
jaan yang dilakukan oleh pekerja lepas yang bertanggung jawab atas
risiko mereka sendiri.

Mok menjelaskan bahwa hukum perburuhan adalah hukum terkait
dengan pekerjaan di bawah pengawasan orang lain yang memiliki
dampak langsung terhadap kehidupan pekerja.
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5.  Soepomo menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah
kumpulan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis,
yang berkaitan dengan situasi di mana seseorang bekerja
untuk orang lain dengan imbalan upah.

6. Soetikno menjelaskan bahwa hukum perburuhan menca-
kup semua peraturan hukum yang berkaitan dengan
hubungan kerja yang mengakibatkan individu ditempat-
kan di bawah kendali orang lain, serta mengenai kondisi
kehidupan yang langsung terkait dengan hubungan kerja
tersebut.

7. Halim menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah
kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan
kerja yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik buruh/
pegawai maupun majikan.

8. Daliyo menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah
himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak,
yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan.
Buruh bekerja pada dan di bawah pengawasan majikan
dengan imbalan upah.

9. Syahrani menjelaskan bahwa hukum perburuhan menca-
kup semua peraturan hukum yang mengatur hubungan
dalam dunia kerja; termasuk hubungan antara buruh
dan majikan, serta hubungan antara buruh, majikan, dan
pemerintah.

Perlu diketahui bahwa tenaga kerja memiliki makna
yang lebih luas daripada istilah buruh. Oleh karena itu, untuk
menyamakan persepsi terhadap penggunaan kedua istilah
tersebut maka lebih tepat menggunakan istilah ketenagaker-
jaan dalam konteks pembahasan hukum. Ini tecermin dalam
penggunaan istilah dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, bukan “undang-undang perburuhan”

Dalam hal ini, hukum ketenagakerjaan mencakup unsur-
unsur sebagai berikut.

1. Sejumlah aturan yang mencakup aturan tertulis maupun
yang tidak tertulis.
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BAB XI

Hukum Pajak

Definisi Pajak dan Hukum Pajak

Pajak merupakan juran yang dibayarkan oleh warga kepada negara sesuai
dengan ketentuan undang-undang, yang harus dipatuhi tanpa memperoleh
imbalan langsung. Pemungutan pajak didasarkan pada berbagai norma
hukum untuk menutup biaya produksi barang dan layanan publik, dengan
tujuan mencapai kesejahteraan umum.

Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh wajib
pajak kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang, yang diim-
plementasikan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kese-
jahteraan rakyat. UU Nomor 16 Tahun 2009 mengartikan pajak sebagai
kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum sesuai
dengan ketentuan hukum, tanpa mendapatkan pengembalian secara lang-
sung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna memaksimalkan
kesejahteraan rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli dapat dijelaskan
sebagai berikut.
1. Menurut Sugianto, pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dila-
kukan oleh individu atau badan kepada pemerintah suatu daerah tanpa
mendapatkan imbalan yang sepadan secara langsung. Pemungutan
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ini dapat dilakukan secara paksa berdasarkan undang-
undang yang berlaku, dan dana yang terkumpul dari
pajak digunakan untuk operasional pemerintah serta
pembangunan di daerah tersebut.

2. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah kontribusi
finansial yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang. Ia menambahkan bahwa
pembayaran ini dapat dilakukan secara paksa. Meskipun
tidak ada imbalan jasa yang langsung dapat ditunjukkan,
uang pajak tersebut dapat digunakan untuk membiayai
pengeluaran publik.

3. Menurut Adriani, pajak merupakan iuran yang harus
diserahkan kepada negara sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh
pihak yang terikat untuk membayarnya. Tidak terdapat
imbalan jasa yang langsung dapat diterima sebagai ganti
atas pembayaran tersebut. Dana pajak tersebut dialoka-
sikan untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait
dengan fungsi negara dalam menjalankan tugas peme-
rintahannya.

Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 4—6), pajak dapat dikelompokkan
menjadi tiga jenis berikut.

1. Menurut golongan pajak

a. Pajak langsung, yaitu jenis pajak yang harus ditang-
gung secara langsung oleh wajib pajak dan tidak
dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain.
Misalnya, pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu jenis pajak yang pada
akhirnya dapat dialihkan atau dibebankan kepada
pihak lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung
terjadi ketika suatu kegiatan, peristiwa, atau tindakan
menyebabkan kewajiban pembayaran pajak; seperti
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BAB XII

Hukum Internasional

Definisi dan Sejarah Hukum Internasional

Hukum internasional berasal dari istilah international law, merujuk pada
cabang hukum yang mengatur perilaku dan interaksi antara entitas di ting-
kat global. Pada awalnya, konsep hukum internasional hanya mencakup
aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara. Seiring dengan
kompleksitas hubungan internasional yang berkembang, konsep hukum
internasional telah meluas hingga mencakup regulasi terhadap struktur dan
perilaku organisasi internasional. Dalam beberapa kasus, hukum interna-
sional juga mengatur aktivitas perusahaan multinasional dan individu di
tingkat internasional.

Mauna (2005: 1) mendefinisikan hukum internasional sebagai serang-
kajan peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan
antarnegara dan entitas hukum lainnya dalam konteks kehidupan masya-
rakat internasional. Starke menambahkan bahwa hukum internasional
dapat diartikan sebagai kumpulan aturan yang terdiri dari prinsip-prinsip
dan peraturan perilaku. Negara-negara merasa terikat dan menghormati
aturan-aturan ini sehingga diharapkan mereka juga akan mematuhi dan
menghormatinya dalam interaksi mereka dengan negara lain.
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Adapun Kusumaatmadja (1999: 2) menjelaskan bahwa
hukum internasional mencakup semua prinsip dan aturan
yang mengatur hubungan atau isu-isu yang melewati batas-
batas negara, baik itu antara negara dengan negara maupun
antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya.

Menurut Hyde (dalam Phartiana, 2003: 4), salah satu
definisi yang lebih komprehensif tentang hukum internasional
adalah sebagai himpunan aturan yang utamanya terdiri dari
prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus dihormati
oleh negara-negara. Oleh karena itu, aturan-aturan ini juga
harus dihormati dalam hubungan antara mereka.

Definisi tersebut juga mencakup hubungan antara orga-
nisasi internasional satu sama lain, serta antara organisasi
tersebut dengan negara-negara. Hal ini mencakup interaksi
peraturan hukum yang berkaitan dengan fungsi lembaga-lem-
baga internasional. Selain itu, terdapat hubungan antara orga-
nisasi internasional dengan individu atau kelompok individu.

Peraturan hukum khusus yang berlaku bagi individu-indi-
vidu dan entitas hukum non-negara berkaitan dengan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban mereka yang terkait dengan isu-isu
dalam lingkup masyarakat internasional. Pada intinya, hukum
internasional adalah serangkaian prinsip dan aturan yang
mengatur hubungan atau permasalahan yang melewati batas
negara; baik itu antara negara dengan negara maupun negara
dengan subjek hukum non-negara lainnya.

Hakikat dan Kekuatan Hukum
Internasional

Sifat Hakikat Hukum Internasional

Masyarakat global yang diatur oleh hukum internasional
merupakan rangkaian hukum yang mengoordinasikan sejum-
lah negara yang masing-masing memiliki kedaulatan dan
kemerdekaan. Berbeda dengan hukum nasional yang bersifat

132 Pengantar Hukum Indonesia



BAB XIlI

Hukum Lingkungan

Definisi Hukum Lingkungan

Munadjat (1980: 105) menjelaskan bahwa hukum lingkungan dalam peng-
ertian yang paling sederhana merujuk pada serangkaian aturan yang meng-
atur bagaimana lingkungan (atau lingkungan hidup) diatur dan dijaga.
Istilah hukum lingkungan sendiri merupakan konsep yang masih relatif
baru dalam bidang hukum, yang muncul seiring dengan meningkatnya
kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Seiring dengan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran tentang perlu-
nya melindungi dan memelihara lingkungan hidup, minat dan perhatian
terhadap aspek hukum yang terkait pun semakin meningkat. Hal ini meng-
arah pada perkembangan cabang hukum yang secara khusus berfokus pada
perlindungan lingkungan, yang dikenal sebagai hukum lingkungan.

Di kalangan para ilmuwan, masih terdapat perbedaan pandangan
mengenai definisi dan ruang lingkup hukum lingkungan. Drupsteen menya-
takan bahwa hukum lingkungan (milieurecht) berkaitan dengan lingkungan
alam (natuurlijk milieu) dalam segala aspeknya.

Ruang lingkup hukum lingkungan ditentukan oleh pengelolaan
lingkungan sehingga menjadikannya sebagai alat yuridis untuk menga-
tur pengelolaan lingkungan. Karena pengelolaan lingkungan umumnya
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menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagian besar hukum
lingkungan terdiri dari hukum pemerintahan (bestuursrecht).

Selain hukum lingkungan pemerintahan (bestuursrech-
telijk milieurecht), terdapat juga hukum lingkungan perdata
(privaatrechtelijk milieurecht), hukum lingkungan tata negara
(staatsrechtelijk milieurecht), dan hukum lingkungan pidana
(strafrechtelijke milieurecht); selama bidang-bidang hukum ini
mengandung ketentuan yang berhubungan dengan pengelo-
laan lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 1983: 12).

Dalam hal ini, Drupsteen mengklasifikasikan hukum
lingkungan pemerintahan ke dalam dua bidang berikut.

1. Hukum kesehatan lingkungan (milieuhygiéne recht), yang
mencakup peraturan yang berkaitan dengan kebijakan
dalam bidang kesehatan lingkungan; termasuk upaya
pelestarian kualitas air tanah dan udara, serta interaksi
manusia dengan lingkungan.

2. Hukum perlindungan lingkungan (milieu bescherming-
srecht), yang terdiri dari serangkaian peraturan perun-
dang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan
terkait dengan aspek biotik dan sebagian aspek lingkungan
yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia.

Lalu ada Leenen yang menggunakan istilah “milieurecht”
dan “milieuhygiéne recht”. Namun, istilah “milieurecht” sebe-
narnya kurang tepat karena semua aspek hukum berkaitan
dengan lingkungan hidup manusia, dan setiap aspek kehi-

dupan sosial merupakan lingkungan bagi manusia. Dengan
demikian, dalam perspektif ini, semua hukum pada dasar-
nya dapat dianggap sebagai bagian dari hukum lingkungan.
Namun, ada juga yang tidak setuju dengan pendapat tersebut,
seperti yang disampaikan oleh Polak. Menurutnya, hukum
lingkungan sebaiknya dipahami sebagai suatu domain yang
menampung berbagai bidang hukum.

Pemisahan hukum lingkungan dapat mengakibatkan kesa-
daran lingkungan yang kurang meresap dalam disiplin-disiplin
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SETIAP NEGARA memiliki tata hukumnya sendiri, dan tidak ada suatu negara didunia
ini yang tidak memiliki hukumnya sendiri. Demikian juga di Indonesia, bangsa ini

memiliki tata hukumnya sendiri yang disebut sebagai “tata hukum Indonesia”.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan tata hukumnya.

Seiring dengan perjalanan sejarah negara, sistem hukumnya telah mengalami

perkembangan yang signifikan. Dengan memahami sejarah sistem hukum Indonesia

maka akan dapat melihat peran politik hukum dalam menetukan jenis, bentuk, materi,

dan sumber hukum yang diterapkan di negara ini.

Dalam buku ini terdapat 13 bab mengenai pengantar hukum Indonesia, dengan

rincian sebagai berikut.

Konsep tata hukum Indonesia
Sejarah tata hukum Indonesia
Sistern hukum di Indenesia
Hukum tata negara

Hukum administrasi negara
Hukum pidana

Hukum perdata

Hukum dagang
Hukum agraria
Hukum perburuhan
Hukum pajak
Hukum internasional
Hukum lingkungan

Hukum +17

AR R4

ML

TEE2M U 146342




	Prakata
	Daftar Isi
	BAB I
	Konsep Tata Hukum Indonesia
	Definisi Tata Hukum


	BAB II
	Sejarah Tata Hukum Indonesia
	Zaman Penjajahan Belanda


	BAB III
	Sistem Hukum di Indonesia
	Definisi Sistem Hukum 


	BAB IV
	Hukum Tata Negara
	Definisi Hukum Tata Negara


	BAB V
	Hukum Administrasi Negara
	Definisi Hukum Administrasi Negara


	BAB VI
	Hukum Pidana
	Definisi Hukum Pidana


	BAB VII
	Hukum Perdata
	Definisi Hukum Perdata


	BAB VIII
	Hukum Dagang
	Definisi Hukum Dagang
	Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang


	BAB IX
	Hukum Agraria
	Definisi Hukum Agraria


	BAB X
	Hukum Perburuhan
	Definisi Hukum Perburuhan


	BAB XI
	Hukum Pajak
	Definisi Pajak dan Hukum Pajak
	Jenis-jenis Pajak


	BAB XII
	Hukum Internasional
	Definisi dan Sejarah Hukum Internasional
	Hakikat dan Kekuatan Hukum Internasional


	BAB XIII
	Hukum Lingkungan
	Definisi Hukum Lingkungan


	Daftar Pustaka

